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TE NTAN G

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL I SERTA

MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CO欝ONA VIRUS DJSEAS房20」 9

DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDAL[AN PENYEBARAN

CORO馳VIRUS DrsEASE 2O 19 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menindakla可uti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O22

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Leve1 3, LeVe1 2,

dan Leve1 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Coro耽z Vi7uS DiseαSe

2O19　di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran

Cororla V±7uS Disease　2O19　di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara,

KalimantanタSulawesiタMaluku, dan Papua, dengan ini menginstruksikan :

Kepada　　: 1. Forkopimda Kab. Lampung Selatan

2. Pimpinan Perangkat Daerah Se- Kab.Lam-Se1

3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Lam-Se1

4. Direktur RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. LS

5. Direktur Rumah SaIdt Swasta Se-Kab Lamse1

6. Camat Se- Kabupaten LamPung Selatan

7. Lurah dan Kepala desa Se- Kab.Lamse1

8・ Pimpinan Parpol di Kabupaten Lampung Selatan

9. Pi皿pinan Perguruan Tinggi Negeri-Swasta di Kab. LS

IO.Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan di Kab. LS

l l.Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Lam-Sel

1 2. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi

Masyarakat di Kab. Lam-Se1

13.Ketua PD Dewan Ma匂id di Kab. Lam-Se1

14. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah di Kab. LS

1 5. Pengusaha Restoran/ Rumah Makan/ Kafe/Warung
Makan di Kab. Lam-Sel

16.Pengusaha Perhotelan Kab. Lam-Sel

17.Hmpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kab. Lam-Sel
1 8. Pimpinan/ Pengelola Tempat Hiburan, Objek Wisata,

Game Online, WaI皿et, Tempat Olah Raga,

Salon/ Klinik Kecantikan dan Kegiatan Usaha sQjenis

lainnya di Kab. Lam-Sel

19. Seluruh Warga Masyarakat Kab. Lam-Sel



Untuk

KE SATU

KEDUA

KETI GA

Menetapkan dan menga血r PPKM kriteria level l (Sa叫

pada Kabupaten Lampung Selatan;

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU berpedoman pada Indikator

Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan

pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi

Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan

ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi

dosis 2 (dua) dan vaksinasi lar亘ut usia diatas 60 (enam

puluh) tahun dosis l (Sa叫, dimana level PPKM

kabupaten/kota dinalkan l (Satu) 1evel apabila capaian

tot粗vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat

puluh lima persen) usia di atas 6O (enam puluh) tahun
dosis l (Satu) kurang dari 60% (enam puluh persen)・

PPKM dengan kriteria Leve1 1 (Satu) sebagaimana maksud

pada diktum kesatu dilakukan dengan menerapkan pengaturan

PPKM dengan khteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan pembelalaran di satuan Pendidikan

dapat dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka terbatas

dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan

TeknoIogi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor O5/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 202l,

Nomor HK,01.08/MENKES/6678/2021, Nomor　443-5847

Tahun 202 1 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran

di Masa Pandemi CoroarlL,j朋S Disease 20I 9 (COVID- 19);

b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat keIja (Perkantoran

Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah,

Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO

sebesar lOO% (SeratuS PerSen〉 yang dilakukan dengan:

1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. pengaturan waktu keIja secara bergantian;

3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;

4. pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan

pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-

masing Pemerintah Daerah.

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan

temasuk didalamnya Pos Pelayanan耽rpadu (Posyandu)’

bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan

teknoIogi informasl’ keuangan, Perbankan, Sistem

pembayanan, PaSar mOdal, 1ogistik, Perhotelan, konstruksi,
industri strategis, Pelayanan dasar, uti批as publik, PrOyek

vital nasional dan industh yang ditetapkan sebagai o面ek vital

nasional serta o切ek tertentu, temPat yang menyediakan

kebutuhan seha正hari yang berkaitan dengan kebutuhan

pokok masyarakat (PaSar’toko’SWalayan dan supermarket)

baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang

berlokasi pada pusat perbela可aan/ma11 tetap dapat

beroperasi lOO% (SeratuS PerSen) dengan pengaturan jam

operasional’kapasitas’dan penerapan protOkol kesehatan

secara lebih ketat;



d. industri dapat beroperasi lOO% (SeratuS PerSen〉　dengan

PeneraPan PrOtOkol kesehatan secara lebih ketat, namun

apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka

血dustri bersangkutan ditutup selama 5 (1ima) hari;

e. pasar tradisional, Pedagang kaki lima, tOko kelontong,

agen/Outlet voucher, barbershop/ Pangkas rambut, 1aundry,

Pedagang asongan, PaSar loak, PaSar burung/unggas, PaSar

basah, PaSar batik, bengkel kecil, CuCian kendaraan, dan lain-

lain yang sQjenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan

ketat, memakai masker, menCuCi tangan, handsanitizer, yang

Pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada

孟rung makan/warteg, Pedagang kaki lima, lapakニ廟anan dan

SQ]enlSnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat,

memakai masker, menCuCi tangan, haれdsanききizeγ, yang

Pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada

rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi

tersend iri mau pu n yan g berlokasi pada pu sat

Perbelanjaan/ mall :

1. makan/minum di tempat sebesar lOO% (SeratuS PerSen〉

dari kapasitas;

2. jam operasional dibatasi sampai dengan Puku1 22.00

Waktu setempat;

3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa

Pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu
SetemPat ;

4. untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa

Pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
dan

5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka

l) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan

PrOtOkol kesehatan secara lebih ketat;

h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/

PuSat Perdagangan :

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona H普au:

1. pembatasan Jan OPeraSional sampai dengan Puku1

22.00 waktu setempat; dan

2. pembatasan kapasitas pengur寄ung sebesar lOO%

(SeratuS PerSen) dengan menggunakan aplikasi Peduli

Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang

diatur oleh Pemehntah Daerah,

i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi

tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat

PerbelaItjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:

1.wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungl untuk

melakukan skhning atau penerapan protokol kesehatan

yang diatur oleh Pemehntah Daerah terhadap semua

Pengu垂ung dan pegawal;

2. kapasitas maksimal lOO% (SeratuS PerSen) dan hanya

PengurUung dengan kategori H鵡au dan Kuning dalam

PeduliLindungl yang boleh masuk;

3. anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun

Wajib didampmgl Orang tua dan menur互ukkan bukti

Vaknisasi minimal dosis pertama;



4. restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani

makan di tempat/dine in dengan kapasitas pengunjung

lOO% (SeratuS PerSen), dan menerima makan dibawa

Pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat; dan

5.mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

Kementerizm Kesehatan ;

j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan

lokasi proyek) dapat beroperasi lOO% (SeratuS PerSen)

dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. ielaksanaan kegiatan ibadah (Pada tempat ibadah di Ma§jid,

Mushola, Ger匂a, Pura dan Vihara serta tempat ibadah

lainnya dapat dilakukan paling banyak lOO% (seratus

PerSen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan

SeCara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis

dari Kementerian Agama;

l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fas址tas umum,

taman umum, temPat Wisata umum atau area publik

lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas

maksima1 1OO% (SeratuS PerSen) dengan menggunakan

aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan

yang diatur oleh Pemehntah Daerah;

m. pelaksanaan kegiatan seni,　budaya dan sosial

kemaayarakatan (1okasi seni, budaya dan sosial yang dapat

menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka

dengan pembatasan kapasitas maksimal lOO% (SeratuS

PerSen〉 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau

PeneraPan Protokol kesehatan secara lebih ketat yang

Pengaturannya lebih larもut diatur oleh Pemerintah Daerah;

n. kegiatan di pusat kebugaran/邸m diizinkan buka dengan

kapasitas maksima1 10O% (SeratuS PerSen) dengan

menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta

Waj ib menggunakan aplikasi PeduliLindungl;

O. reSePSi pemikahan dan kegiatan h勾atan (kemaayarakatan)

diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen〉 dari

kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

P. Pelaksanaan kegiatan rapat, Seminar dan pertemuan luring

(lokasi rapat/ Seminar/ pertemuan ditempat umum yang

dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan

dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal lOO%

( Seratu S PerSen)　dengan menggu nakan aplikasi

PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara

lebih ketat yang pengaturannya lebih la車ut diatur oleh

Pemehntah Daerah ;

q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,

taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental)

diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksima1 1OO%

(SeratuS PerSen) dengan menerapkan protokol kesehatan

SeCara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh

Pemerintah daerah ;



KEEMPAT

KEHMA

KE E NAM

r. perayaratan peIjalanan domestik yang menggrnakan mobil

pribadi, SePeda motor dan transportasi umum jarak jauh

(pesawat udara, bis, kapa1 1aut dan kereta api) sesuai dengan

ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan

COVID- 19 Nasional;

s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat

melaksanakan kegiatan diluar rumah ser優し也dak diizinkan

peng糾naan重yce s履e胸tanpa menggunakan masker; dan

t. pelaksanaan PPKM di血gkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan

Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengakti批an Posko-

恥sko di setiap血gkatan dengan melihat khteha zonasi

Pengendalian wilayah.

Pelaksanaan kegiatan　( e z,e坤　　keolahragaan dapat

diselenggarakan di w皿ayah Kabupaten dengan khteria level l

(Satu) , dengan ketentuan sebagai berikut:

a. w勾ib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 yang

berkoord血asi dengan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana ;

b. seluruh pemain, Ofisial, kIu media, Staf pendukung, dan

penonton w却b menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk

melakukan skhning terhadap orang yang keluar masuk pada

tempat pelaksanaan kompe也si dan latihan;

c. pelaksanaan kegiatan (ez’enりkeolahragaan diperbolehkan

menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal

persentase dari kapasitas stadion lOO% (SeratuS PerSen)
untuk leve1 1 (Satu);

d. seluruh pemain, Ofisial’kru media’Staf pendukung, dan

penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah

memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen

Pada hari pertandingan; dan

e. pelaksanaan kegiatan (eL,e可) keolahragaan wajib mengiku缶

aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian

Ke sehatan.

PPKM dengan khteha Leve= (Satu) sebagaimana dimaksud
pada diktum ketiga dilakukan melalui koordinasi antara
seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala
Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satinmas主

Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Maayarakat (Bhabinkamtibmas),

Satuan Polisi Pamong　打aja (SatpoI PP), Tim Penggerak

Pemberdayaan KesQjahteraan Keluarga (TP PKK), Pos

Pelayanan Teapadu　(Posyandu),　Dasawisma,　Tokoh

Maeyarakat, Tokoh Agama’ Tokoh Adat・ Tokoh Pemuda,

Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan’dan Karang Taruna

Serta relawan lainnya.

: Mekanisme koordinasi,　PengaWaSan dan evaluasi

pelaksanaanPPKM dengan kriteria IJeVe1 1 (Sa叫

sebagaimana dimaksud pada dictum kelima dilakukan

dengan:



KETUJUH

a・ membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi

wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap

Wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih

mengoptimalkan peran dan fungsmya Serta memaStikan

Pelaksanaan pengendalian di skala RT;

b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan

Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang

belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah

yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih
mengoptimalkan peran dan fungsmya; dan

C. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau

melakukan perubahan regulasi dalan bentuk peraturan
-desa, Peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud

Pada diktum kelima adalah lembaga yang dibentuk untuk
mer卓adi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan

Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

a. pencegahan;

b. penanganan;

C. Pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat

Desa dan Kelurahan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakar]し　fungsl sebagaimana dimaksud pada

diktum kelima) Posko tingkat Desa dan Kelurahan

berkoordinasi dengan Satgas COVID- 19 tingkat Kecamatan,

Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan

disampaikan kepada Satgas COVID- 19 Nasional, Kementerian

Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KESEMBILAN: Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat desa

dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-maSing

unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai

berikut:

a. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Dana Desa dan

dapat didukung da正　sumber pendapatan desa lainnya

melalui Anggaran Pendapatan dan BelaI可a Desa (APB Desa);

b・ kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;

C. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan

kepada Anggaran TNI/ POLRI;

d・ kebutuhan terkait penguatan tesきれg, traCわg dan t7eat肌e融

dibebankan kepada Anggaran Kementehan Kesehatan atau

Badan Nasional Penanggulangan Bencana,　APBD

Provinsi/ Kabupaten / Kota; dan

e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar

dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan LOgistik

(BULOG)/Kementehan BUMN,　Kementerian Sosial,

Kementerian Perindusthan, dan Kementerian Keuangan

Serta APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

KESEPULUH : Canat/UPT Puskesmas setelah mendapatkan suplai vaksin

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Segera

dipergunakan sesuai dengan sasaran yang akan di vaksinasi;

KESEBELAS : Camat dan Kepala Desa/Lurah melarang setiap bentuk

aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan ;



KEDUABERAS‥　Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan

PnnSIP Sebagai berikut:

a. COVID-19　paling menular pada kondisi tertutup,

Pertemuan-Pertemuan Paqjang (lebih dah 15　menit),

interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan

bemapas kuat misalnya bemyanyi, tertaWa dan tidak

memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b・ Penggunaan maSker dengan benar dan konsisten adalah

PrOtokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan

Setiap orang;

C∴ menCuCi tangan dengan sabun atau hand sa扇轟zer secara

lerulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh
Orang lain (SePerti gagang pintu atau pegangan tangga),

menyentuh daerah w勾ah dengan tangan perlu dihindari;

d・ jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungl,

Penggunaan maSker sebanyak　2 (dua) 1apis merupakan

Pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat"am);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan

mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor

Ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan

dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya

dengan orang-Orang yang tinggal serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu

mengupayakan jarak minima1 2 (dua) meter dalam

behnteraksi dengan orang lain.　mengurangi/

menghindari kontak dengan orang lain yang tidak

tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petur互uk visual di tempat

umum terkait pencegahan dan penanganan COVID輸19,

g・ Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau

menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi

yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,

Pe可adwalan dan rotasi dapat membantu untuk

mengurangi durasi interaksi ;

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagal berikut:

1〉　berkegiatan di luar ruangan memiliki hsiko penularan

yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;

dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki

Ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela

dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka,

maka αir p軍Jγ萌er dengan H均h E師CZencg Pめ塙ou融e A壬γ

(HEPA胆Iter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka

intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas

maayarakat secara signi鱒kan perlu dilakukan;



j. penguatan　3T (きesきれg,擁oCZ喝,加eのきmenり　perlu terus

diterapkan :

1) tesき!ng perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat

pos綿t/垂y　調te mingguan, dengan ketentuan sebagai

behkut:

Perluterus �Jumlahtes(PerlOOO 
ditingkatkan 

Pendudukperminggu) Iわs枕房もmteming糾an 

<5% �l 

>5%-<15% �5 

>15%葛<25% �10 

>25% �15 

7さS轟7喝Perlu terus di也ngkatkan dengan target pos枕z元も

71αte <5% (lima persen); target teSting harian adalah

jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi

kabupaten/kota; Orang yang terhitung kedalam target

testing adalah suspek dan kontak dari kasus

kon鱒rmasi, bukan orang　血dak berg匂ala yang

diskrining. Target orang dites per hari untuk Kabupaten

Lampung Selatan dengan target jumlah test perhari

Sebanyak 148;

2)　tγαC舟喝Perlu diぬkukan sampai mencapai lebih dari 15

kontak erat per kasus kon紐masi. Karan血a perlu dilakukan

Pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah

diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (eれ印y-tesfl

dan karantina perlu d普alankan. Jika has皿　pemeriksaan

POSitif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan

negatif maka perlu dilaI互utkan karant血a. Pada hari ke-5

karantina, Perlu dilakukan pemeriksaan kemba虹(C:癌-fest)

untuk me皿at apakah virus terdeteksi setelah/ Selama masa

inkubasi. Jika negatil maka pasien dianggap selesai

karantina; dan

3)　tr捌き耽e融Perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai

dengan berat g匂ala. Hanya pasien bergQjala sedang,

berat, dan khtis yang perlu dirawat di rumah sakit.

Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah

Penularan ;

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk

melindungl Sebanyak mungkin orang dan upaya ini

dilakukan untuk menurunkan ledu penularan serta

mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk

meninggal (SePerti lansia, Orang dengan komorbid)

mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak

jangka panJang dari infeksi COVID- 19.

l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan

dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat

dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19　sesuai

harga yang ditetapkan ol;eh Menteri Kesehatan..



KETIGA BELAS : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam

Pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD),

Lembaga Pemberdayaan Maayarakat (LPM) dan Mitra Desa

lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah

yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan,

dan kepada masing-maSing Posko baik Posko tingkat Desa

maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh

Satlinmas,　Babinsa,　Bhabinkamtibmas,　dan Tokoh

Maayarakat.

KEEMPAT BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan keb事akan PPKM

Leve1 1 (Satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan

P6raturan Kepala Daerah tentang Pe垂abaran　Ånggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2021 dan dilaporkan kepada陣mpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), untuk sela可utnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran　2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 202 1.

KELIMA BELAS Kepada:

a. Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud

Pada diktum kesatu berdasarkan sistem pencatatan dan

Pelaporan terintegrasi COVID-19　Satgas Penanganan

COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada

Bupati Lampung Selatan paling sedikit memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. Pemberlakuan PPKM LeVe1 1 (Satu);

2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan

untuk pengendalian penyebaran COVID- 19 ; dan

3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan

untuk pengendalian penyebaran COVID- 19.

b. Camat dan Kepala Desa/Lurah pada daerah yang tidak

termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetaP

memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol

kesehatan COVID- 19.

KEENAM BELAS : a. dalam hal kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Instruksi Bupati Lampung Selatan ini,dikenakan sanksi

Sebagaimana diatur dalam Pasa1 67 sampai dengan Pasa1

78　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntahan Daerah sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor ll tahun　2020　tentang cipta

keもa;

b. untuk pelaku usaha, reStOran, PuSat Perbelaqjaan,

transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan

Sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini,

dikenakan sanksi administratif sampai dengan

PenutuPan uSaha sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan ; dan

C. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang

melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian

Wabah penyakit menular berdasarkan:



KETUJUH BELAS

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasa1 212

SamPai dengan Pasa1 2 18;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;

3・ Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2018　tentang

Keka鵬皿tinaan Kesehatan; dan

4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; Serta

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan la血nya

yang terkait.

: 「nstruksi Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 12 Apri1

2022 sampai dengan tangga1 25 Apri1 2022 dan pada saat

Instruksi Bupati Lampung Selatan ini mulai berlaku, maka

Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 7　tahun　2022

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Leve1 2　Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease　2019　di

Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal 1 2　Apri1 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth:

1. Gubemur La宣nPung.

2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

l仰山　】
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